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MOTTO

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-
orang yang ragu”

( QS. Al-Bagarah:147)”

") Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. Terjemahan dan Tafsir Al-Qur’an. Bandung :
Safa Jabal Raudah
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RINGKASAN

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat
diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan
utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan pokok
berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut,
sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitor. Salah satu
pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Objek jaminan
fidusia harus dibebankan dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
memenuhi prinsip publisitas untuk menghindari kemungkinan wanprestasi yang
dilakukan oleh debitor.

Namun berdasarkan survey yang dilakukan, terdapat beberapa jaminan
fidusia yang masih belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi,
sehingga kreditor tidak memperoleh perlindungan hukum yang jelas apabila
terjadi wanprestasi. Dari permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1) bagaimana akibat hukum apabila tidak
terpenuhinya prinsip publisitas dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang
diikat dengan jaminan fidusia ?; 2) bagaimana kedudukan kreditor yang perjanjian
pembiayaannya tidak memenuhi prinsip publisitas dalam jaminan fidusia?;

Sementara itu tujuan umum penulisan skripsi ini adalah : 1) Memenuhi dan
melengkapi salah satu persyaratan yang ditentukan guna meraih gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan kontribusi
pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater serta
masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan
diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian
ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan
hasil penelitian hukum, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-
bahan hukum primer.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian yaitu prinsip publisitas
seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran
benda yang dibebani dengan jaminan fidusia bertujuan untuk memenuhi prinsip
publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya
mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Salah satu akibat hukum
yang timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah perjanjian jaminan
fidusia nantinya akan bersifat perseorangan. Bukan hanya itu, akibat lain dari
tidak dibebankannya jaminan fidusia yaitu penerima fidusia akan mengalami
kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan, hal ini mungkin saja terjadi apabila
pemberi fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji, sedangkan di dalam
Undang-undang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa apabila pemberi fidusia
atau debitur wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat
dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, penjualan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan dibawah tangan.

Prinsip publisitas merupakan hal yang sangat penting mengingat dalam
jaminan fidusia, objek jaminan secara fisik tidak diserahkan kepada kreditor, dan
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dengan pendaftaran diharapkan debitur tidak dapat lagi melakukan perbuatan
curang kepada kreditur dengan melakukan fidusia ulang atau bahkan menjual
objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Dengan adanya perjanjian
fidusia tersebut maka kreditur sebagai penerima fidusia akan menjadi kreditur
yang didahulukan, hal ini diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 28 UUJF.

Jika kreditor selaku penerima jaminan fidusia tidak memiliki hak untuk
mengeksekusi objek jaminan apabila debitor melakukan wanprestasi. Hal ini jelas
merugikan pihak kreditor karena tidak memiliki bukti otentik berupa sertifikat
jaminan Fidusia.

Dengan demikian, prinsip publisitas sangat diperlukan dalam pembebanan
objek jaminan fidusia, dikarenakan prinsip publisitas melindungi berbagai pihak
dari kemungkinan kecurangan, cacat janji, atau wanprestasi. Sehingga alangkah
lebih baik jika prinsip publisitas selalu diterapkan pada semua lembaga keuangan
yang bergerak di bidang pembiayaan dengan mendaftarkan atau membebankan
objek jaminan fidusia dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak dari
kreditor.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang
merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan
adil dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
(UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan
nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai
menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatnya
kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta
mengisi pembangunan di Indonesia.’

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melakukan
berbagai macam usaha untuk dapat merealisasikan hal tersebut salah satunya
dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk
tambahan modal melalui Bank, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) atau
lembaga keuangan lainnya.

Masyarakat pada umumnya biasa menyebut pemberian pinjaman dari
lembaga keuangan dengan istilah kredit. Dalam melakukan kegiatan penyaluran
dana kepada masyarakat melalui kredit tentunya perbankan menggunakan prinsip
kehatian hatian agar dana yang disalurkan tetap dalam keadaan aman setelah
disalurkan kepada debitor dan debitor mampu mengembalikan dana tersebut
kepada pihak bank pada waktunya sebagaimana tercantum dalam perjanjian
kredit.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dapat
dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh Bank mengandung

! Munir Fuady. Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- (Leasing, Factoring,
Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit). (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). 1.
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resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, Bank harus mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan dari debitor untuk melunasi utangnya dan untuk
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank melakukan
penilaian yang seksama terhadap debitor mengenai watak, kemampuan, modal,
suasana perkembangan ekonomi, agunan/jaminan kebendaan.?

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat
diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan
utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat
berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa
janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan
kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.. Semakin
tumbuhnya industri pembiayaan terpengaruh langsung oleh kondisi di industri
otomotif, baik roda empat dan roda dua. Ketika di sektor industri otomotif
mengalami peningkatan yang sangat pesat, maka industri pembiayaan juga ikut
meningkat. Berlaku juga sebaliknya jika sector industri otomotif yang menjadi
sandaran Perusahaan Pembiayaan (multifinance).?

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan
tambahan, Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai
dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan
nasabah debitor. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak
bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, stok barang dagangan, invertaris
perusahaan, mesin mesin dipabrik dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan
atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia.*

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan jaminan fidusia.

2 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2009), Halaman. 18

3 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), Halaman . 2

4 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan, (Bandung :PT.
Alumni, 2006), Halaman. 15
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Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam
bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian
accesoir, maksudnya bahwa perjanjian fidusia tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai
perjanjian ikutan dari perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam
hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang antara
kreditor dan debitor.

Jaminan fidusia dilekati sifat kebendaan adalah termasuk bagian dari
hokum benda. Berdasarkan sifatnya, hukum benda yang diatur dalam Buku II
KUH Perdata adalah bersifat tertutup. Sebagai bagian dari hukum benda, norma
pendaftaran jaminan fidusia bersifat memaksa (dwingend recht). Norma
pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF
menggunakan kata wajib. Penggunaan kata “wajib” merupakan suatu norma
perintah (gebod) yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat
memaksa. Terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai kewajiban
pendaftaran jaminan fidusia, karena disatu sisi jaminan fidusia wajib didaftarkan
namun disisi lain tidak diatur mengenai sanksi apabila pendaftaran tidak
dilakukan.

Pemenuhan terhadap prinsip publisitas tidak terlaksana jika jaminan
fidusia tidak didaftarkan. Prinsip publisitas sendiri merupakan prinsip terbukanya
informasi mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek
tertentu agar dapat diketahui oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan
terhadap benda jaminan. Prinsip publisitas merupakan pencerminan dari prinsip
keadilan di antara pihak-pihak yang terkait dalam jaminan fidusia, yaitu kreditor,
debitor dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap benda jaminan.
Tidak adil bagi pihak ketiga yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia
apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan
jaminan fidusia itu. Cara untuk mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia
adalah dengan cara pencatatan dan pendaftaran yang terbuka untuk umum.

Benda jaminan fidusia yang tidak didaftar, akan tetapi hanya disebutkan
pada sertifikat jaminan fidusia saja. Kewaajiban untuk mendaftarkan hak dan

kewajiban kreditur dalam perkembangan pelaksanaannya mengingat
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tempat pendaftaran fidusia hanya di ibukota provinsi dan biaya yang harus
dikeluarkan untuk melaksanakan pendaftaran, kreditur cukkup membuat akta atas
kuasa memasang fidusia. Hal ini tidak diatur dalam undang-undang dan undang-
undang tidak melarangnya akan tetapi pembuatan kuasa memasang fidusia tidak
akan menimbulkan hak prefent bagi kreditur dan hal ini tidak memenuhi prinsip
publisitas, upaya-upaya pembuatan kuasa memasang fidusia tidak memenuhi
prinsip publisitas sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Fidusia,
jadi apabila debitur wanprestasi dan fidusia tersebut belum dibuat akta pemberian
jaminan fidusia apalagi belum didaftrakan ke kantor pendaftaran fidusia maka
kedudukan kreditur adalah tetap sebagai kreditur konkuren bukan sebagai kreditur
preferent.

Pendaftaran Akta Jamina Fidusia mempunyai manfaat yang berarti bagi
debitor sebab dengan pendaftaran, hak-hak debitor atas benda-benda lainnya
dengan sendirinya akan terjamin. Begitupun apabila debitor mengalami
wanprestasi dan harta bendanya dieksekusi, penerima fidusia hanya boleh
mengeksekusi benda-benda yang dijadikan objek jaminan saja sedang benda-
benda yang tidak dijadikan objek jaminan tidak bisa dieksekusi untuk perjanjian
pemberian jaminan yang telah ditentukan. Namun berdasarkan prasurvey yang
dilakukan terdapat beberapa jaminan fidusia yang masih belum terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi. Permasalahan ini yang menarik untuk
peneliti bahas terkait dengan keamanan dan keterbukaan jaminan fidusia antara
PT. Maybank Finance selaku kreditur dengan Mazdhiar Radhita Windhutama
selaku pihak debitur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis lebih jauh
tentang “Tidak Dipenuhi Prinsip Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan dengan

Jaminan Fidusia pada PT. Maybank Finance”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.

Apa akibat hukum tidak dipenuhi prinsip publisitas dalam perjanjian
pembiayaan yang diikat dengan jaminan fidusia?
Apa kedudukan kreditor yang perjanjian pembiayaannya tidak memenuhi

prinsip publisitas dalam jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah:

Memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang ditentukan guna
meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang

bermanfaat bagi almamater serta masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

Mengetahui dan menganalisa akibat hukum tidak dipenuhinya prinsip
publisitas dalam perjanjian pembiayaan multiguna yang diikat dengan
jaminan fidusia.

Mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditor yang pengukuran

pembiayaannya tidak memenubhi prinsip publisitas dalam jaminan fidusia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Hal-hal yang akan

diuraikan dalam metode penelitian ini adalah metode penentuan obyek penelitian,

metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis

data.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis

normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam

penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
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dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang,
literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.®
1.4.2 Pendekatan Masalah
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang
berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari hasil telaah
tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.®
2. Pendekatan Konseptual (conseptual approach)
Merupakan metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk untuk
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang
dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak
dari aturan hukum yang sudah ada. Ini dilakukan karena memang belum dan
atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.’
1.4.3 Bahan Hukum
Sumber penelitian ini normatif ini dibagi menjadi sumber penelitian yang
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

S Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
Halaman : 194.

6 Ibid, Halaman : 93

7 Ibid, Halaman : 134
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3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran
Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan
Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian hukum, yang
dapat memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Sedangkan
bahan hukum tersier itu sendiri merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder yakni berupa kamus. Bahan ini menjadi penting karena mendukung
dalam proses analisis hukumnya. Bahan hukum tersier yang digunakan juga hanya
bahan hukum yang berhubungan secara langsung dengan materi penelitian ini.®

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan
Peraturan Perundang-undangan yang terkait tidak dipenuhinya prinsip publisitas
dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia. Bahan hukum
sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur-literatur baik yang
diperoleh melalui buku-buku teks, jurnal-jurnal, dan mungkin juga dari hasil
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini,
sedangkan bahan tersier dapat diperoleh dengan mengumpulkan artikel dari media
cetak dan elektronik (internet) atau juga diperoleh melalui kamus hukum serta

ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan isu hukum dalam penelitian ini.’

8 Ibid, Halaman : 164
9 Ibid, Halaman : 171
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1.4.5 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta
arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud
Marzuki, terdapat lima langkah analisis bahan hukum dalam penelitian hukum,
yaitu: '
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan pre-tesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam

kesimpulan.

10 1bid,
hlm.172
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Abdulkadir Muhammad memberikan
definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.!!

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu
hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana
satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan
sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.'?

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang
menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan
formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian
kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat
hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi
kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. '3

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
dalam perjanjian harus ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya dan harus
terdapat satu kewajiban dan satu hak antar para pihak. Suatu perjanjian antar
pihak dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian
tidak tertulis. Kedua bentuk perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang sama

dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Namun

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993),
Halaman : 78

12 wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (Bandung:
Sumur Bandung, 1981), Halaman : 11.

13 Purwahid Patrik, Hukum Perdata II jilid I, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1988),
Halaman : 1- 3
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bila perjanjian dibuat dengan cara tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai
alat bukti bila sampai terjadi sengketa para pihak, sedangkan bila perjanjian dibuat
dengan cara lisan dan sampai terjadi sengketa, maka dasar pembuktiannya akan

sulit, mengingat di samping harus dapat menunjukkan beberapa saksi yang
mengetahui.

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas penting dalam perjanjian menurut ketentuan hukum yang

berlaku antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Dalam Pasal ini mengatur bahwa pada umumnya suatu
perjanjian itu dapat dilakukan oleh subjek perjanjian secara bebas untuk
membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan
perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya
maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu
tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi berdasarkan pasal
tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat
perjanjian yang berupa dan berisi apa saja sesuai kehendak para pihak
dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu
Undang-Undang.

b. Asas konsensualisme Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat
dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan
perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

c. Asas itikad baik Bahwa subjek yang hendak untuk membuat perjanjian
harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian
subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang
terletak pada niat baik seseorang pada waktu diadakan perbuatan
hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa

pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma
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kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut
dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda Merupakan asas dalam perjanjian yang
berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya
dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan
demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka
dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian
tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam
perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para
pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian Pada dasarnya semua perjanjian itu
berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak
ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang- Undang, misalnya
perjanjian untuk pihak ketiga . 23. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur
dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak
seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”.

2.1.3 Akibat Perjanjian

Dalam hal Perjanjian yang diikat oleh para pihak diatur suatu akibat atas
suatu perjanjian diatur Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa setiap
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak.

Dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dapat diketahui jika terdapat asas
kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang
sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati
hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat
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perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu
perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. 4
Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada

sifat, kebiasaan dan undang-undang. Orang bebas membuat perjanjian karena
adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang
daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan Undang-
Undang mengenai karena perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum
pelengkap.’®
2.1.4 Perjanjian Pembiayaan

1. Lembaga Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Lembaga menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan merupakan badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau

barang modal.

Berdasarkan definisi diatas , dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat

unsur-unsur sebagai berikut!”:

a. Badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan
cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu
keperluan

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau
barang lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi :

14 27 www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian
15 purwahid Patrik, Dasar — dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju,1994), Halaman : 65
16 Sunaryo, op.cit., Halaman : 2
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a. Perusahaan pembiayaan
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga
keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan
yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan . Kegiatan usaha
perusahaan pembiayaan meliputi :
1) Sewa guna usaha
2) Anjak piutang
3) Usaha kartu kredit
4) Pembiayaan konsumen
b. Perusahaan modal ventura
Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan (investee company) berdasarkan pembagian atas hasil
usaha . Kegiatan usaha modal ventura meliputi :
1) Penyertaan saham (equity participation)
2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity
participation)
3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha
c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur
Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan
khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana
dalam proyek infrastruktur . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan
infrastruktur meliputi :
1) Pemberian pinjaman langsung (direct landing) untuk pembiayaan
infrastruktur
2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau
3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loan) yang berkaitan
dengan pembiayaan infrastruktur
2. Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran
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secara angsuran. Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai
terjemahan dari istilah consumer financel. Pembiayaan konsumen ini tidak lain
dari kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja jika pembiayaan konsumen
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus
berbentuk badan hukum berupa PT atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan
usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin usaha kepada
OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK  sesuai
dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014
tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Menurut Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
28/POJK.05/2014 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Pembiayaan Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata Finance atau
Pembiayaan atau kata lainnya yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada
nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan
pembiayaan syariah.

3. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pembiayaan

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu
standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan
dan telah dituangkan secara sepihak dalam bentuk formulir '”. Ciri-ciri perjanjian
baku, yaitu'®;

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat

b. Debitor sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi

perjanjian
c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima

perjanjian itu

17 Salim HS, Perkembangan Hukum Kotrak diluar KUHPerdata, Ctk.pertama, Rajagrafindo
Persada, Jakarta,2006, Halaman : 145

18 Mariam Darus Badrulzaman,Kompilasi Hukum Perikatan,Ctk.Pertama, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung,2001, Halaman : 56
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d. Bentuk Tertulis

e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.
2.2 Jaminan
2.2.1 Pengertian Jaminan

Menurut Rahmadi Usman, jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam
Bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie. Dua kata tersebut jika diartikan
kurang lebih kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya
kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai
ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur
terhadap krediturnya,'® sedangkan Mariam Darus Badrulzaman merumuskan
jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau
pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan.?

Jaminan menurut Hartono Hadisaputro adalah sesuatu yang diberikan
debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan
memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan. Berdasarkan hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa
pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum 2!, Jika kita melihat rumusan
jaminan di atas, maka jelas bahwa istilah jaminan berkaitan erat dengan perjanjian
utang piutang atau setidaknya suatu perikatan yang kemudian dapat menimbulkan
sebuah kewajiban pembayaran uang sebagaimana dalam perjanjian utang piutang,
karena sebuah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah kewajiban

prestasi dalam melakukan pembayaran sejumlah uang.?

19 Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Halaman : 69.
20 Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. (Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, 2000) Halaman : 12.

21 Herowati Pusoko, Dinamika Hukum Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan. (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2001) Halaman : 25.

22D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. (Bandung:
Mandar Maju, 2015). Halaman : 42.
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Pasal 1131 KUHP Perdata menyebutkan jaminan adalah tanggungan atas
perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai
dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai
dengan 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan 1178 tentang Hipotek,
Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang,”
disamping itu di luar KUHPerdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia.

2.2.2 Macam-Macam Jaminan

Jaminan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata dapat
digolongkan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya jaminan
dibedakan menjadi:**

a. Jaminan Umum

Jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata
menentukan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur
baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan debitur”, ketentuan tersebut memberikan makna bahwa setiap perikatan
yang dibuat yang kemudian menimbulkan utang atau kewajiban prestasi tertentu
dijamin pemenuhannya oleh seluruh harta kekayaan milik debitur, baik harta yang
telah ada maupun harta yang akan ada di kemudian hari.

Jaminan umum menempatkan kreditur si pemilik piutang yang dijamin
dengan jaminan umum akan mendapatkan pelunasan secara merata bersama-sama
dengan kreditur-kreditur lainnya yang sederajat. Kreditur yang piutangnya
dijamin dengan jaminan umum disebut dengan kreditur konkuren dan ia akan
mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur secara umum.

b. Jaminan Khusus

Pada jaminan khusus kreditur diberikan hak istimewa, baik hak istimewa
karena ditentukan oleh Undang-Undang maupun karena para pihak sengaja.
Jaminan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan ( Pasal 1131

KUHPerdata) dan jaminan perorangan ( Pasal 1820 — Pasal 1850 KUHPerdata).

23 R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung:
Alumni, 1978) Halaman : 31.
24 D.Y. Witanto. Hukum Jaminan Fidusia. Halaman : 58.
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Pada jaminan khusus menjanjikan serta memberikan keistimewaan antara
lain sebagai berikut :

1) Hak Privelege sebagaimana diatur dalam Pasal 1133, 1134, 1139, 1149
KUHPerdata.

2) Hak Retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 575 ayat (2), 576, 1365 ayat
(2), 1616, 1729, dan 1812 KUHPerdata.

3) Jaminan khusus yang dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak.
Sedangkan jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan,
antara lain: %

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau yang biasa juga disebut penanggungan
(perjanjian penanggungan) memberikan sebuah ciri bahwa disitu ada
pihak yang menanggung dan pihak lainnya yang ditanggung. Dalam
perjanjian penanggungan yang ditanggung adalah utang-utang
prestasinya. Pasal 1820 KUHperdata memberikan pengertian tentang
penanggungan yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga
guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi
perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

b. Jaminan Kebendaan

Perjanjian jaminan kebendaan, selalu disyaratkan ada sebuah
kebendaan tertentu yang menjadi jaminan atas pelaksanaan prestasi dari
pihak debitur. Jenis kebendaan tersebut bisa dalam bentuk benda
bergerak yang bisa dibebankan atasnya Jaminan Gadai, dan Fidusia,
maupun benda tetap yang dapat dibebankan hak tanggungan dan
Hipotek.

Para pemegang jaminan kebendaan akan selalu didahulukan dari kreditur-
kreditur konkuren untuk dapat mengambil pelunasan dari objek jaminan milik
debitur. Hak-hak istimewa itu antara lain : Hak untuk melakukan penjulan atas
kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dan hak untuk melaksanakan eksekusi secara

grosse (kecuali Gadai).

25 Ibid. Halaman : 60.
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2.3 Jaminan Fidusia
2.3.1 Pengertian Jaminan Fudisia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 1 tentang Hak Tanggungan,
yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya?®.

Lembaga fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum
kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia, yaitu Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999. Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia bahwa
lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan
putusan HGH (Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda) tanggal 18 Agustus
1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett. Setelah putusan
BPM tersebut, baik HGH maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat
bawahan) dizaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan yang
antara lain menyimpulkan sebagai berikut *’:

a. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951)

b. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan
gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung) No.372/K/Sip/1970
tanggal 1 September 1971).

c. Menegaskan bahwa kreditor pemilik fidusia (atas besi beton dan
semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai
pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak
kreditor tidak dapat langsung memiliki benda tersebut (Putusan Mahkamah
Agung NO. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980).

26 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
27 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op.cit., Halaman : 131
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2.3.2 Asas-Asas Jaminan Fidusia

Asas pokok dalam jaminan fidusia?:

a. Asas spesialitas atas fixed loan
Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan
utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan
fidusia harus jelas dan tertentu, serta harus pasti jumlah utang debitor atau
paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya.

b. Asas asesoir
Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok dimana
perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang. Dengan demikian keabsahan
perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok
dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada
penghapusan perjanjian pokok

c. Asas droit de suite
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya
pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau
cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata

d. Asas preferen
Pasal 27 ayat (1) menegaskan memberikan hak didahulukan atau
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya untuk
mengambil pemenuhan pelunasan utang atas penjualan benda objek
jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan ini tidak hapus meskipun

debitor pailit atau likuidasi.

28 M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi
Kedua, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman : 209
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2.3.3 Ruang Lingkup dan Objek Pendaftaran Fidusia

Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu
berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebankan benda
dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat
dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas menyatakan bahwa UUJF ini tidak berlaku
terhadap? :

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
sepanjang  peraturan perundang-undangan yang berlaku
menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar Namun
demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tangungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) m: atau lebih

c. Hipotek atas pesawat terbang

d. Gadai

2.3.4 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

a. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang
perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya
dijamin dengan Jaminan Fidusia®

b. Objek Jaminan Fidusia
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat

dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun
tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Apabila kita

memperhatikan pengertian pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan

2% Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op.cit., Halaman : 131
30 Kashadi, Op. Cit, Halaman : 95-96
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fidusia tersebut maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang
(receivables). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia meliputi hasil tersebut dan juga claim asuransi kecuali diperjanjikan lain®!.
2.3.5 Ciri — Ciri Lembaga Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan Fidusia merupakan perjanjian accessoir, perjanjian
jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia terkait dengan perlindungan kreditor
adalah sebagai berikut :

a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima
fidusia terhadap kreditor lainnya (pasal 27 UUF). Penerima fidusia memiliki hak
yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak
tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima
fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang
menjadi objek jaminan fidusia.

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu
berada droit de suite (Pasal 20 UUF). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,
kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga
dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF). Untuk memenuhi asas spesialitas
dalam ketentuan Pasal 6 UUF.

2.3.6 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

Pemberi dan Penerima jaminan fidusia masing masing mempunyai hak atas
atas perjanjian yang bersifat accessoir ini. Adapun hak dan kewajiban masing-
masing pemberi dan penerima fidusia 3 :

a. Hak Pemberi Fidusia

1. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan;

31 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op.Cit Halaman : 1

32 Tbid, Halaman : 196 — 197
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2. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia;
3. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika sudah melunasi
utangnya.
b. Kewajiban Pemberi Fidusia
1. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya;
2. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia;
3. Melunasi utangnya.
c. Hak Penerima Fidusia
1. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia;
2. Menjual benda fidusia jika debitor wanprestasi;
3. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia;
4. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat oleh
pemberi fidusia
d. Kewajiban Penerima Fidusia
1. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran
Fidusia;
2. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia
secara pinjam pakai;
3. Menyerahkan kelebihannya kepada pemberi fidusia;
4. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi
fidusia, apabila piutangnya telah dilunasi oleh debitor.
2.4 Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal
inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik
barang (debitor).Kreditor percaya meskipun objek fidusia dikuasai debitor, debitor
tidak menyalahgunakan objek jaminan ini untuk perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian bagi kreditor.Untuk dapat melindungi kreditor yang tidak
menguasai objek jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung
pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan  prinsip

publisitas jaminan fidusia.
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Prinsip publisitas atau keterbukaan (openbaarheids) apabila dikaitkan
dengan hukum jaminan dapat dipahami sebagai suatu prinsip terbukanya
informasi mengenai adanya pembebanan suatu benda jaminan. Dengan
terbukanya informasi ini, maka apabila ada pihak ketiga yang terkait atau
berkepentingan terhadap benda jaminan dapat mengetahuinya. Cara yang
memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan
adalah dengan pendaftaran dan pengumuman jaminan tersebut kepada suatu
lembaga tertentu.

Dalam jaminan fidusia ketentuan tentang pendaftaran diatur dalam Pasal
11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib
didaftarkan”, dan Pasal 12 disebutkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan di
kantor pendaftaran fidusia pada Departemen Kehakiman yang saat ini menjadi
Departemen Hukum dan HAM. Setelah jaminan fidusia didaftarkan, maka berlaku
fictie hukum bahwa setiap orang akan dianggap mengetahui tentang pemberian
jaminan tersebut, sehingga penerima jaminan dapat mempertahankan objek
jaminan tersebut kepada siapapun, dan sebagai kelanjutan dari prinsip publisitas
ini adalah bahwa pihak pemegang jaminan dapat melakukan eksekusi objek
jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

2.4.1 Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia.

Tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia adalah rangkaian perbuatan
hukum, rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai
berikut 3 :

1) Tahap pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa
perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian
kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan

debitur sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

33 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, CV.Alfabeta, Bandung, 2005, Halaman :.214.
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Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut akta
jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris.

2) Tahap kedua

Tahap kedua berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai
dengan pembuatan akta jaminan fidusia ditandatangani kreditur sebagai penerima
fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain
dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga di cantumkan menganai waktu atau
jam pembuatan akta tersebut. Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik
yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta jaminan fidusia dalam bentuk akta
Notaris sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Identitas pihak pemberi fidusia, identitas meliputi nama lengkap,
agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis
kelamin, status perkawinan dan pekerjaan

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok
adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang
dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, benda-
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan
Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun
pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut
dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

d. Nilai penjaminan kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan
berapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia.
Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang
dimiliki kreditur jika jaminan fidusia itu di eksekusi/ dijual. Nilai penjaminan
adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang
tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan
memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya.

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Benda-benda yang
menjadi objek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya .

Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi objek jaminan fidusia digunakan
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untuk menentukan: Besarnya kredit yang dapat diberikan dan untuk menentukan
nilai penjaminan.

3) Tahap ketiga

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di
kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia, hal ini sesuai
Pasal 11 Jo 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya.
Untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran
fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang
memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan

Notaris yang membuat akta jaminan fidusia
c. Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia d. Uraian
mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

e. Nilai penjamin

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Setelah kantor pendaftaran fidusia menerima permohonan pendaftaran dari
kreditur atau kuasanya maka kantor pendaftaran fidusia akan memuat jaminan
fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa kantor pendaftaran
fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia maka kantor
pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diberi tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dari tahap-tahap
pembebanan jaminan fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum
tersebut maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia akan memiliki akta-akta
pembebanan jaminan fidusia yaitu:

a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok

b. Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia
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c. Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat
sebagai objek jaminan fidusia telah didaftarkan dikantor pendaftaran
fidusia.

2.5 Maybank Finance

Bank Maybank Indonesia Tbk sebelumnya memiliki nama Bank
Internasional Indonesia (BII). BII berdiri pada tanggal 15 Mei 1959 dan
mendapatkan izin pada tahun 1988 menjadi bank devisa dan melakukan IPO pada
tahun 1989. Kemudian, pada tahun 2008, terjadi akuisisi BII oleh Maybank
melalui 2 anak perusahaan yaitu Maybank Offshore Corporate Services (L.abuan)
Sdn. Bhd. (MOCS) dan Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. (Sorak). Pada tanggal
23 September 2015, kemudian BII mengubah namanya menjadi Bank Maybank
Indonesia dan menjadi salah satu bank swasta yang paling terkemuka di Indonesia
dan merupakan bagian dari salah satu kelompok penyedia layanan keuangan
terbesar di ASEAN, Malayan Banking Berhad (Maybank) 34

Maybank Finance dimiliki oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (d/h
PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk) sebesar 99,99% dan dimiliki oleh
Koperasi Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia sebesar 0,01%, sesuai pada
izin usaha lembaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(d/h Kementerian Keuangan — Bapepam — LK) dengan No. 888/KMK,0B/1991
tanggal 22 agustus 1991, Maybank Finance memiliki kegiatan utama yang
bergerak pada pembiayaan mobil baru dan bekas serta pada tahun 2014 Maybank
Finance melakukan perluasan usaha dengan mulai merambah pada pembiayaan
alat-alat berat dan mesin industri, guna mendukung kegiatan perseroan tersebut
Maybak Finance juga didukung oleh dealer-dealer, showroom dan supplier yang
tersebar diseluruh Indonesia, saat ini Maybank Finance telah memiliki 33 kantor
cabang dan 9 kantor perwakilan yang tersebar di wilayah Indonesia antara lain
Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi,Cikarang, Cibubur, Bandung, Yogyakarta,
Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Medan,
Pekanbaru,Batam Palembang, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Cirebon,
Purwokerto, Balikpapan, Padang, Jambi, Cilegon, Karawang, Lombok, Gorontalo,

Aceh, dan Bangka.®

34 https://www.maybank.co.id/loans/multipurpose, diakses pada tanggal 25 April 2020
% ibid
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Per awal tahun 2015, Maybank Indonesia telah memiliki total 455 cabang
termasuk kantor fungsional mikro dan cabang syariah yang tersebar di Indonesia
serta luar negeri (Mauritius dan India), 13 mobil kas keliling dan 1.530 ATM
termasuk mesin CDM yang terkoneksi dengan 20.000 ATM yang tergabung
dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, ALTO, dan Cirrus. ATM Maybank
Indonesia juga terhubung dengan ATM Maybank yang berada di Singapura dan
Malaysia melalui jaringan MEPs. Pada waktu yang bersamaan, Maybank
Indonesia telah tercatat mengelola simpanan nasabah sebesar Rp 101,9 triliun dan
memiliki asset senilai Rp 143,3 triliun.

2.5.1 Kelebihan Maybank Finance
a. Kemudahan Pinjaman

Dengan menyediakan berbagai layanan pinjaman untuk masyarakat,
Maybank Finance menajanjikan kemudahan pengajuan pinjaman dengan bunga
ringan dan fasilitas kredit yang beragam. Kemudahan pinjaman menjadi prioritas
utama dalam pelayanan pinjaman setiap saat.

b. Kerahasiaan Data Pelanggan

Untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pelanggan Maybank Finance
merahasiakan data-data pelanggan yang bersifat sensitif dari pihak-pihak yang
dapat menyalahgunakan data tersebut. Keamanan dan kerahasiaan data dapat
terjaga dengan kebijakan perusahaan yang ketat dan penyimpanan data yang
terintegrasi untuk jangka panjang.

2.5.2 Persyaratan Pembiayaan
a. Minimum nilai jaminan pembiayaan 150% dari nilai pembiayaan
akademis.
b. Jaminan pembiayaan adalah kendaraan dengan usia maksimal 5 (lima)
tahun yang dihitung dari tahun pengajuan.
c. Jaminan kendaraan STNK & BPKB atas nama Debitur/ Pasangan/ Anak/

Orang tua.

d. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan periode pendidikan dan

maksimum 3 tahun.
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Persyaratan dokumen diatas harus dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai

berikut®® :
a. Fotocopy KTP Debitur + Pasangan.
b. Fotocopy Kartu Keluarga.

S

®

Fotocopy tabungan / Rek. koran 3 bulan terakhir.

Fotocopy PBB terakhir / Rek. listrik / PAM.

Fotocopy Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja (Karyawan).

Brosur dan perincian total biaya pendidikan dikeluarkan oleh

Universitas.

% jbid

pihak
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BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prinsip publisitas jaminan fidusia antara PT. Maybank Finance dan juga
debitor masih belum terpenuhi. Berakibat pada kepastian hukum apabila
pihak debitur mengalami wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran
kewajiban. Jika terjadi hal demikian, maka pihak PT. Maybank Finance
selaku kreditur akan kesulitan dalam menempuh jalur hukum apabila sampai
terjadi proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal yang sama pun
juga terjadi pada pihak debitur, karena tidak dihadirkan notaris secara
langsung oleh pihak kreditur menyebabkan pihak debitur tidak memahami
dengan baik hal-hal yang menjadi perjanjian jaminan fidusia antara kedua
belah pihak. Pendaftaran fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan 18
UUJF dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga apabila jaminan tidak
didaftarkan, maka prinsip publisitas masih belum terpenuhi.

2. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) UUJF yaitu benda yang dibebani jaminan
fidusia wajib diidaftarkan, maka akibat hukum jika debitor wanprestasi dalam
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Kreditor dapat melakukan upaya
hukum kepada debitor yang telah wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang
dijaminkan oleh debitor apabila Jaminan fidusia tersebut sudah dilakukan
pembebanan dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melauli tiga hal yaitu :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas
kekuasaan  penerima  fidusia  sendiri = melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari  hasil
penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan Pelaksanaan penjualan bawah
tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi

dan penerima fidusia.

53
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4.2 Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya penerima Jaminan
Fidusia yaitu perbankan hendaknya senantiasa melakukan kewajibanya untuk
melakukan pembebanan dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang
telah dibuat secara notariil, meskipun dalam Undang-Undang nomor 42
Tahun 1999, tidak diatur mengenai batas waktu pendaftaran objek jaminan
fidusia, namun dalam Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia telah diatur bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal
yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tercatat
dalam Buku Daftar Fidusia. Oleh karena itu, perjanjian kredit yang dibuat
dengan jaminan fidusia tapi pendaftaran jaminan fidusianya tidak dilakukan
dan atau baru dilakukan saat debitor wanprsetasi, maka berlakunya jaminan
fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit
ditandatangani atau pada saat penandatanganan akta notariil. Hal ini
mnyebabkan peristiwa hukum yang terjadi sebelum pendaftaran jaminan
fidusia tidak berlaku ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang tentang
Jaminan Fidusia. Begitupun untuk debitor yang melakukan pengikatan
perjanjian kredit dengan pihak perbankan hendaknya wajib selalu melakukan
prestasi atas apa yang diperjanjikan sebelumnya sehingga tidak merugikan

kedua belah pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
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Debitur dikenatan pensli sebesar 5% ded utsng pokok
beseria bunga bedalan dan blaya lan yeng lenunggak;
b.Jika sisa sngsuan huteng der ateu sema dengan 12
bulan, maka Debitur waiid membayarken  sisa
angsuren yany belem bermlan den bDays len  yang
tertunpgak: /

Pl Kondaur



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PASAL 4, KEWAJIBAN DEBITUR

-1, Dedbitur  wasid bary setiap ? epal  pada
wakunya sebagemana  dienluken dalam  Lampiren 1
Multiguna Baranp ateu Lampian 1 Muliguna Jasa  dan

tdsk dapat manggurskan slasan-alasan  apapun
menwnda  pembayaren  alau  membust  permohonan
dwalk k li bay alas  perisliwe

perisSwa yanyg Bhad pada Debitur;

2. Untuk  selisp han  kete p y 0
aas fasiitas  pemblay yang sef dbayar oleh
Dabdur kepada Kreditur, Debitur wejiib membayer hkepada
Kredituir  berupa denda  keterambatan atas jumiah  nilal
pembayaran  ongsuran  yang belum  dibayarkan
sebagaimana tanggel jstuh tempe  engsuran  sebegaimena
yang ditetapkan dalom Lempiran 1 Multiguna Barang stsu
Lampiran 1 Multiguna Jasa, yeny dhitung dord jumiah hesd
keterwmbatan dari jumish angsuran jatuh fempo dan  biays
penapihan  (jike ada), dimane pembayaran  alas
perhaungan  dencs  katordambaten terssbut  dapat  dagh
secarn  seketka dJen sekaligus (anpe diperiukan  acanys
teguran untuk ity okeh Kroditur kepads Debitur.

2, Apabila enggal jstuh tempo  engsuran sebegemana lerlers
pada Lampirsn 1 Mulligune Barsng oteu  Lamplan 1
Multguna Jasa jaluh paca had libur aleu had terakhit peds
bulan tersebul, maks Oebitsr wajb membayarksn 3 (uga)
hari  sedelum langgal jatuh  lempo  angsuran  tersabul
dmana definisl han Wbur adalah hen Ssbiu siau  Migou

alau  hed lain yang diletep oieh olow  hed
amana BanWBank  Indonesia lldu baroperasi  untuk
manjelankan  oktifitns  perbankan;  Pembey angsuran

menggunakan Biyet Giro, tanggal jatsh tempo pada Giro
ager dbust 3 hard  lebh ewsl dar langgel jatun 1eMpo
Angsuran untuk proses kiring: Pembayaran ysng  dilakukan
oleh Debiw kepade Kredur dmana tdak  lercukupinys
eejumiash @agsuran yang diteniuken, maka pembaysmn
wersebut  tdak  capst  dikateg gsi  pembay
angsuran, dimanu dengaen  kekurangen atou  lidak
tercukupin dalam 1 angauren,
malal:)mn.r ltup umammnmu
pembayaran.

4. Membayarkan  selurvh mw-bhn yang limbul  dan
Permnjion  Pembil & beban-beban pajak
mmmmmwmmm
perjanjisn  lainrwa, dends  keterlambalan, Dbiaya  penaili
pelungsan  lebih awal, blays pemsgihon (ko ada), Lieya
penarkan (jka ada), biays penyimpanan kendasrsan  (jika
ads), Dbisya ponanganen jesa  huksm  (lermesuk  pada
penunjuken kuass hukum (jika ada), bisys pajek kendaroan
(termasuk  denda<dends (ke oda), bieya Uiokir  (jka
diperkukan) danfatsu biaya lein yang tHmbul ferke® dergan
pelaksaasan Pensnian Pembiayaan ini.

PASAL 5. KETENTUAN JAMINAN

1. Seluruh  kendarsan beik alns  fasiitas  Multiguna - Barang
atau  Mulliguna  Jase yang menjac jaminan utang der
Debitr  selunihnys okan  dibebankan dengan  Jamnan
Fidusia, dimana Debilur memberkan Kuasa kepada
mummmlmnm

dibuat  dih i isinya
mmwnmmmm
takukan p Y Fidusia,

2. Untyk  menjamin  seluruh  kewejiban  pembsysran  Debliur
kepada  Kreditur, bak y-g timbul deri  Perjanjian
Perblayaan ini daniala dok Winnys  yang
dibuat oleh Debiur, maka Debhw dengan Ini menyefahkan
hak milikeyn secara fidusio sles kendarssn dan  benda

v pun  Sdak el ya yang diaminkan,
dumnmm—mdmbmm:anmhh
a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan  dipergunakan
okh Deuu: tewmpi  kepemibiksn  kendarasn  lersebut

b. Debitur getehui  dan yotujei  bahwa  salnen
Faktur dan BPKS dibuat dan dilerbitkan atas nama
Deoditur  eteu alas nama phek sin  yeng  memiii
hubungan dengan DebRir (dengen porsetujusn Debltur
secara teruls), ekan telapi  selama  seluruh  ulang
Debitur kopads Kredilur belum dbayar kres, maka
BPKB kor skan disimpan oleh Kreditur dan uniuk
dipergunakan  epsbila  dipeduken, Debiwr dengan cara

lunas;

¢. Debitur  dilarang meminjamkan, menyewakan,

mengalihnkan, menjaminkan  atau  meayershken
penguesesn  alau  hak  unkek  mengQunaken  ats
kendarsan tersebut kepada pihak kelga deagan came
apopun jugs, wWnps persotujuan lenulis dad  Kredeur
Bahwa  pelanggoran  atas  Keteatusn ini  dapat
dikenskan sarksi pidonn berdasarkan Pasal 372 Kitsb
Undang-Undsng Hukum Pidana (KUHP) junclc Pasal
23 syt 2 juncio Pasal 38 Undang-Undang No. 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

d. Guna memberikan  jaminan  keamanan  den

pemenuhan  kewsjiban  Debitur, kendaraan  yang
menjed  objek jeminen atas fasiitas pembisyasn ini,
aimungkinken m setiap Mn yang menafima
fasittas dapat o alal  Global
maonm MM (GPS) mo mana fungsi dari alat
tersebul  untuk membsntu  Debliur  danvateu  Koediur,
jm  dkemudien hart terjadi  kebllangan stas  yeng
menjedi objek alas fusiitns pamblaysaa  lersebul (ha
ini bersifat pikhan alou hak dad Krediur dan Oebitur
dengen ini memyetwjul etas pemasangan GPS dengan
biaya yang skan ddebanken kepeda Debiu);
¢, Debiter  wajlc memelihara dan  mengurus  kendarsan
tersobul  sebalk-baiknys dan  melakukan  segala
pemalharasn dan perbalkan atas biayaeyas sendii dan
spabils terdapel Dbaglen dari  kendarasn yang diganti
gtay  ditambeh  atau dimodfikasi, maka bagisn
temasuk  dalem sacars  fidusia kepada
Kreditr, jike bagian tersebul - dignU stmu  gitamden
alsu  dimedfikasi yang menyebabkan bentuk etou
fungsi  kendaraan m.nllﬁl Mruhlh sorta
yebabkan nilal ok maoka
Dm mlb wm M um:,h atau
kepada  Kreditur  guna
mmwmwmwm
Kreditur  atay  kuasanya berhak dan  capet
sewakiu-wakly |ka dlanggep perdu  memasukl
lempst-lempat  dmana  keadaraan  iersedut  berada.
urtuk  memedkse nmm dan Kreditur juge m
atas bDiayn Debitur, kit alau y
melakuken  semug  Undakan  yang  seharusnys
dilakukan oleh Debitur ager kendaaan dslem keadoan
mmmmmmmmuwmm
medakukan sendir;

-

lain  ateu  adonys jaminan tambahan, moka
kesemuanya adalah berlsku kelentuan cmss defaul! &

leshadap fasdites lain aken serta morta jatuh  lempo,
dimena  Oebiur  wajid  melakukan
{ gnys dsn ook doleamen
dipegeng oleh Knditur  alas
dokumen jominan fersebul juga &
pelunasan  atas  uang pada  fasilzas
diterima  oleh  Debitar, sehingga Kreditu
menahen dokumen Jarmi lal yang b
mdumm:hmw-u

disi  kelalai I termasuk

it
?i%s

§5
i

§5
§1i:

<

gi

i
§§
L]
it
i
Br2

PASAL 6, PELUNASAN LEBIH AWAL

Debitur  diparh h  ulang  fasilitss
pumllmn berficut pethlunwn bunge den
loinnya lebih  awsl deri tanggal pembaysran yang  ieiah
ditetapksn, untuk pembayaran lebh  ¥aal inl, maka Deblwr

|

dimoksud dalam  Lampiran 1 MuRiguna Barang  alsu
Lampiran 1 Multiguna Jasa. .

P 5 Parsf Kreditwr
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PASAL 7. PEMBAYARAN
IMlmMM:
wang  Fupoh, k 1] levtulis  dari
Emdiur  memganal  pambaysran denun mEnggUnEkan
mals uenp lain, sera dilmkuken paga can di xamine Mredius
atau cabsngirerwakilan  Kradiie yang barads  stsu  tempal
dtnm-nmmmﬁmmhKthm
u o q wau  gire  biyel  dianggep
bila cheque aisu  gio  biyw
MWMWMWHWM.H‘F
dilesima  pads  rekening  Kredir  dengan sobagalmans
meslinye  den  pembaysian mengguUNEREn chesue  ateu gl
bityel harus dibust steE Aama Kredmur den kels “Pembess”
mmwmmt
2. Apsbila  terdmpa fiamb ditedrmary ¥ Y
DOsbhur pade rfekening  Krediur dikarenskan proses  kirng
sau pgindsh beku bank steu antér benk dengsn bank lain,
temaguk  pada kikp  buke  bulsnantebuean  yang  lesadi
pode  Dank-benk  terkall  ansaksl  tersebut. maka  Debibe
memakam| proses franseks! yang lasim terkal bl By den
tidak  berkebermlan  gken  hal  tersebut,  jlka  proses

dalam  bentuk  mate

kelarlgmbatan  diterimarys  asgswan  pada  rokening
F.radiul' mrrm adunyn  parbedasn  pepceiatan
disi  kolekiibiliima pada mm Imformasi

Mum SLK pada tanggal by
oleh  Oobdtur, maks Debibur mm pnmudun
bojoktibdilas  antors  Bank  Krediur  dan  Kreditur,  sehingga
wkan  tenedi  perbedEsn penceeian  pads  Sistem  Informasl
Desitur adae  SLIK, ates  hal  dersstul  Cebliur  menyeiugal
Fredilur  unbak  melakuken  perbaken techadsp
kolekiibiliias  pada Seiwmm foomesl Debitur otsu SLIK dan
membebaskan  Kredilur  dan
Pencatalan kandisi kolekibiias iersedul;

3 Pambubusa  dan  colslen - cataban  Mmedihe  merupakan
bukll salu-safuryn vang lenpk dari  semus  juriah  wang

DCebilusr  kepada  Kreditur berdaserkan  Ferjeajan

Fembisysan il  den nkan  mengikal techadap Dabiur
hewajiban. 1 Debidur  deom  Ferfanjien

Pemnblayaan ini;

PASAL 8. ASURANS JAMINAN

1. Oslam  molshoanaken  Perdarjisn  Pombleyesn iy,  Debeur

bevjelsn  adolah =11 Dabine atas
wa, atas hal inl
Debiur  masnyatokan luakdmnwmﬂmmu

pertangiungan ssuransi yang belum berjaten,
5 Apabils tedad  kerusaien, hkehilengan alsu  resiko e
pade  kenderasn, yang monfadl  Odessr  pengajuan  kieim
asuransl, maks Debitur ielsp wejic memboyar semus  dan
mmmhmnmwm
-] uang Kisim  sturensi aims  ueng
pons gl dan asuransi diledime Krediter,  wniui
Mm derigan  sisa  kewajiban  uteng  Dabiur
(pelunasan diparcapal]:

G, Apabila lerhadep klsim ysng dimjuken olsh Debitler  nemun
ditalak  olah  magkepai  esumnsl,  maks  keseluruhan
pesngiskan  bersebal  mdelah  hek  okskiusdl  dad  maskapad

agurensi,  dimans Da-lur akon  botep  Dessedia unduk

B0 p (2 eluruh  hewajitian
dafi  Deb#ur  kepods Kl"dll.l S=cary ﬂlillu dah
selaligus fanpa  diperd ¥ pembariish i

- lorebd dabuly
PASAL B. PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR

1. Mesing-masing FNREK  mefupsksn  beden  hukum (e
Debitur  marupsksn  baden  hukum)  yang  didrikan,
disabkan.  dideRarksn  dan  dlumemkan  menundt  den
borcasaren  bukum  Republk  Indonesia  gan  miah
memiliki  perifinan  yang dipersyaratkon  wntuk
s Ianakan dar YERNQ
b resmnmng:

2. Masing-masing
hawanangan

Pihak
unbuk
Pmi ird,  Lampi Pedanjian
pEjEnjEn  Erkail hlm‘rl dan  Daheg .
Dabiur  delam i
bewsban yeng  EEh
diluksarakan;

3, Semua pembarian parastujusn, WA dan
parilinan  berdasarken amggaran dasar  dan
Undeng-undang yang lemesuk  telepi  boek  tebatss
kgpade  ssluruh mn ¥er{d diperukEn unwk  etau
sehubungen o penyerahan,
pelaksansan, lli'b-rllluin dan aun;nll-h"-m.m
mwmmuhnmw' Pihak:
4, Debitur  menystakan den  menjamin  bahwa,

memillki kapasiies dan
dalanganl  Perjanji

Pamblaysan dan

LDt B TS|

unwﬂmm

asau yang dberikan kepada Krediur;
2 Bahwm sagels pajsk  don  beban  leinya yeng sl
deffgliy  kemudEn  had akan  dikenaken  ierhadep

kendaraan, waji  dibayarcan lﬂ.-mhmt- wieh  Debliur.  dan
Ciobitur  wajib B bergmbust
terhiadag  behaym @B P )l kandisl
PaManQEUigan  yang  disnggap  peru aleh Kﬂﬂw pada
[perisabann aFurans rekanan Knsdibur

3. Batwa bok pecars nywin dalem polis  asuransi

ol Fredimr, Debaur Bkan menjaminkan  segais
hans kekaysan Dobdur, bak yeng bergerok maupun yang
lides berparak, Deik yang tudsh nda maupun yang akan
uawﬂ-m.wmmm
fasdilas  pembleysan berdaserken  Pedanjisn  Pombisyaan
dun  lampirennya  yang akea  Glusngean  dalam  benbuk
mnpﬂbﬂnmﬂudmnmm

Slaupun  Udak.  maks  didalem  polis  emureRl  (Baik eohk
Baurenas  kerugien moupun  Asuwransl e TEdi like  ada)
wermabil  hatus  dissggep  telah rencekup "Dankes
Ciauses” yang menysbulken bobem  Freddur  adalah  pihak
yang dilunjsk  sebagai  ponerma  uang  roalisasi  kKeim
asuans otau uang ganll Al ded  esuransi, wntuk  Begals
berfuk  ateu  jemis  penonggungsn  (ssuransi]  cimane
kend: dndam kgl dmn
Debsur  dibumensksn  asurans  jwe koedil s ada),
Dabur dengan inl barsedin  selunuh  uang  resisasl Al
aswransl #lay wang ganth rugi ded seurens  ersebut  akaa
digerhitungkan  wnluk  membayerken m Mhl
mepada  Krediur,  Bahwa  benkak =

phok  keligs  perjamin  (“Pemberd  Jaminan®)
smcars berp dori Pefjsnfian Pemiioy 3
5. Dabitur \aik dan i batrwn  Dobitur
akan  menyanahkan hak ik Dediler  atas  Oibjel
Fmﬂw-n secarn  Fiduse  kepads  Krodibe.  Eeedibue

bmi  penyarab hak milk  sscara
Nidusia uur: DObjeh.  Pembriayssr  lerasbul  dengan
menggumakan  syaral-syerat  den  keteniusn-ketenisan
sebagaimann  dietur  Selem Unda ]

Jaminan Fidusia dan peraiuran pelsksandaniye; .

O. Delsm  hal Detdur  mengemsken  Objisk  Pembiayass
unbuk  Rujusn u-ﬂu dandabai  lujuen  produkilfl, maeka
nenrb.- dan jarni bahwa  Obiek

mmmmmmwmamm

¥ mpUpRREN  Eencarsan  Bnghulen  orang  etaw
mmwummmmﬂhhm

gerpl g msuransi  sebagainana  yang  eelsh i P
pEdE  sEBl  panutup i tenpe =] il
hlsim dalom benbuk panggantian wnll kencerean

4. Babwa  selmma  msluruh Dabiur  foap Kreditur
delem  Prrjanjan Pembloyasn Delum  kunas, meke Dedbiiur
lidmk  barhak den Sidek depsl membotslksy  ssuransi  nias
kendmean  dan  Deblur  harus  mempemenjang  jangus
wokly  sswrensi, apabile selurch  masa  Bnor mlsh  habis
némun  kiswajiban  Debitler  belum H atay  basrakhi
sesual  dongan  syarl-sysrat yang dienhdan  olsh  Kreditur,
maka DOebiter harus  menanggung  bisya-bieys yang  Bmbul
unluk  parpanjengen  asurensl  lersebul,  jika  Debdur
I L niEsa  borARMIMyE
J-'th wakiy  asurarsl  yang  belum

angErean,  maka

unluk  melsiukon kegalan ussho  ererie dan
mmrmwlnummumm
b g dan  digunal unbuk  kegl usaha  yong
redaven dengen (zin usshe yarg dimiliv;

7. Debitar  menyssaken  den  meniamin @ betbwa  Debifur
sakan m P i darl a (dalam
hal Deblur adatah g L] ikah). ATAL (5
porsowujean  dar  Devwsn me a“hu ﬂ‘.lp-l Limum
Pemagang  Seham  doniml ¥Eng
diperfukan  sewusl dengan anggarar dusar Debiber (dalam

hel  Debitur  saalsh  badar  hukum);  ATAL ()
perseiujusn-pearsetiuan  linrya yang diperlukan  sesual
o t piar g - yang  bedak
Kesah atms  parsels

ﬁwl:lmummn
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{iikm  Debltur

ya

wumﬂrm Devan  Komissrs/RUPS (ke
Detitur  Badan Hukum) pade Penanjian Pembaysan inl den

uge mutlak  persetujuan

rsebul  bedeku pads  Lampiran

Permnjlan  Pembisysan, Sumt Kussa Peodeftaran  Flousia

den‘alay  suret-surEl [

aokumen-cokumen  lainnya  yang

merjadi satu kesstuan pade Pedanjan Pembiaynan ini;

8. Detitur

memanami  bahwa

Objek  Jaminan  Fidusia

8 MO

rnlrunm tindek  kejshaten den wnluk Hu  Debiwr
manyslskan <an  menjemin  behwe  Debiwr Hamk  skan
r-mlnnlmn mengpedalkan. maupun  menyewaksn  Cbjek

e ol

yang Objek Jaminan Fidusis tenpa

m“mhnlﬁ«oﬂr
€. Dobitwr tdek seceng dolom kondisi melsnpgar Bteu  ciders

il berdassrean

pedenjan  dimena Debitur  merupeken

pihek  didelamnym cen Debiur ek menjedi phak  dalem

Komizafis danfalau  Pemegang Seham) sisu teded! suetu
kemdasn  yang mengancam olau  depal mempurysl  mkibal
mupmuﬁmmmmmwm1

kemampuan Delbitar

untuk

berdasakan  Perenjlan  Pemblayssn i can  Lempiran
Parjarian Pembiayaan:

11.0obitur  persecin  epablla  Krediur dikemudian  hari
L b L 1 e ap Objek .I.nhnn becwda,
180T S m m- lak Objak

mmwmmmmm
mmmmwm
memberken  penjuTuman  peneginan deempal  umum
(balk  pengamuman curs! kabar calsk meupun | elekyonik)

sampal

dongen  MOeMesaN)  pengumuman & tempat

singgel Debitar.
PASAL 10. KELALAIAN
1. Sshuuh utang Debiter ®tan joth tempo  seksbgus cen

dapat cagihian

T

P Devitur  (peh ), ke

Debtur  melatuken  kelalsisn, tanpa  pedu  dibukiiken,
opot-a tevindinys saw atod eoih pedsihve dibswah inl

Cebitur  mengejukan  permohonrani/sebagel  pitek
fermohon  urtuk  dinyetakan  paillt  misy  penundden
pembayarsn wiang - UtBNQRYS (cwseance van  bemsiing).
Aley Deblwr dinysiaken palit stsu difkuidesl stas suaty
putusen Pengadilan;

Hera kesbaysan Cedlur, baik m olay  ssluruhnys
disita olgh pehai lain,

Dedinwr  meningpel dunis, kecuali bi-n penerima  hak'pace

sebab oty spapun Bdek cokap Elau Gdeh berhak etsu
fidak  berwenang lagi  untuk  melokukan  tindaken
lerhadap

aew  dijsmirkan kepsdas phek ketga, tanps  mendapat
persetujuan  secars temulia tedebih  dehulu doad  Kredilue,
asu ks oleh instansi yang blnnmm ik -blgm
slay  selunuhnys aleu bl 1
hdang, rusak atsu musnah karena sebab apapun:

Dobitur  lelai  dolem  meogurus  jaminen dengsn  bak
SOhNgos menurunnya  Brgket  ekonomis  dad  jaminen
danfeteu  |aminan  Udek dapat  dioperssionalkan

yang  dberkan olih Debiier  sphubungsn  dengen
Peqanjian Pembisyasn in semyote tdsk benar alau Gdek
sesugl  dengan henystnan dan  keadsen Debitur yang

sebenarnya seria merupaken kal-hel
Mmeryesatcan bagi Kredtw, delam atsu  mengenai
hei-hal yang oleh Kreditue danggep penling. Batwa
pelangoaran alas ketentusn Ini jupe dikenakan sasksl

pidens berdasaivan Pasal 203 grcio Pesal 378 Kisd
Undeng-Undang  Hukum  Pldana  (KUHP]  juncie
Undang-Undang MNo. 42 lshun 1999 tentang Jaminan
Fidusia:

2. Babwa wias Gndeken  kelalsisn  yang dilatuksn  oleh

Debitur  ssbegamons dimeksud dalem  syst 1

pasal ini. maks Kreditur berhak

-

b
k3

a

Malakusan  upays penarken  ganfeteu  eksekusi
terhadep |aminen  ysng dikatkan  Wmadep  lesillas
pemblaynan yang disdma cleh Debtur;

Setolah  kendarman  dierk  ateu  dlambil  kembeli  oleh
Kredtur, meks Oebbur secars  sukarels  melesssian

atas  kendaraan  tersebul, menghadap
Hapepun, mmmmmm

Lelarangandab =

penerimasnnya menysmahkan  kendaman  lersebut
kepada phak  yang  berhak manermanys  daa
wwlanjutnys  melain (= -andak teapa  eda
yang dikecualixan ouna mrom- penjuslan
kendaraan  lorseb ¥ Kgwnsiban
Debitur:

Banwa hesil ded  penjusion kendarsan ekan  menjad
hak  dad  Kreditur uetuk membayarkon uang  hasl
penjusien pada semua Disya yang dikeluarken selamae
proses  penjusien  kencarsan  dan  pajek lsinoys,
mempergunakan dana  haal ponusien  leresbul  Untuk
melunasi semus  Wwang can  denca  ketsriambatannys
werta  kewajben Oebiur lainnya kepada Kredie dan
apatda masin  lerdepat  sisa  usng  hasl  perjualsn,
wob menyershkan  sss  lersebul
kepeda Debitur. namun sebalitnys epabila uang hasd
mh“mmmmﬁn
L s@ta  selunch kewajiban Debiur
u-puoum mmwgm
membaysr  sise  utangys g K
selambat-lambatnye  dalem  jangke wakiu 14 {empat
belss) had setelsh adonys pemberiahuan den  Kroditur
kepads Dedir;
Kredtur pada  wakn MenpEINEkan iy
berdesarken  Pedanjen  Pembiayssn den  permystssn
penanjien lsinya yanp dibuat entara  Dobitur, Kreditur
berhek  uatik  menentuken jumish penagihan  temacap
Debinw, bak beupa ulang pokok. sisa wlang pokek,
dends  keterlembatan, Gieys  pelelangan/peniusian,
pangacera/kuasa  unluk  menaglh,
sora bisys-bisya mteu |uwian ueng lsinays, (prmasuk
pada perhiurgen yang diberkan oish  Krodiur atas
hasil  pénusian  kondaraan  sebegaimana dlrakan
diaios.

.nmmmmmm

maks dolem  hel Y
mmmdmmmhqw
mengsmbil dart pihek lein  yang merguasal  kendarsan
fervebut  donvalow berhak  den  dapal

mm&nmmmmm
pada Dobir.

PASAL 11. PENYELESALAN SENGKETA

Dlhm

hal tenadi  sengkela/persefisihan  apapun  yang

m“MWMMHMAWWMS

il

\
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fga puluh) bhari  kalender tehillung semenjak  pertemusn
pertafna  dilwkuken, maka Paa Pitvak sepacol untuk
menyelesaikan sengheta/perselisithan tersebul di
Hepanterman Pengadilan Negei yeng wisyan hulumnya paca
kartor cabang Krediur eisu o tempel stau Instensi  lannye
YOng GRunjuk oleh Kiediur,

PASAL 12. KETENTUAN LAIN

memperhiunghan  (komperessl)  dengen tagihen  Debduwr
L Krwding | e ®da) den wnpa edenya hak uniuk
meruntul  suelu  pembay sin  kepeda Miodiwe, sorts

aengesn i melspaskan  semus  hekrys  sepess
cmakscd delem Pasal 1425, 1426, 1427, 1420 den 1428
Kted Urdang-Uncang Huskum Perdats (KUHPedata):

2. Dobitur  dengan  ini kussa hepads Kreditur uniuk
mewakil. membuet dan menandstengeni akts notarid  gune
pendsfiaran jeminan Fidusm otes nama Debitur, divedapan

Notaris  alas  pejabel  yang berwerang serta wuk
memberkan  kusss  sublitusi  kepsdes  Noterls  untuk
melakukan  pendeftaran  Fidusie ke instansl  yang
berwenan). bedsitan  dengan  jaminan  sebagsi obyek

pembiayean staupun sobagel jsminan wlang Dedlur  datem

4. Serua  Pemyataan  dan Imm m diberkan  Debitur
kepada Kreditur delam  Pordenjion inl shan tslap  bereky
selama  belum  rselesaikannys  kewsjiban Debitw, sera
ticak  akan bemkhir kerenn  sobeb-sebab  yang  tercantum
deiam Pasal 1813, 1814 daa 18168 Kitsb Undang-Uncang
Hukum  Perdete (KUHPerdata) maupun Karena  siasony
cebab  apepun  selerms  Deditur mash mempunyal  ueng
kepada Dwbkur, selama ssluruh pombeden kussa lersebut
fdok  borlentangen  dengan  Kelenbuen Perundang-Ladangan
yang boraku:

S, Debitr  weld  mar i* torads  kepada
Kendi penal  als ysng  diperg sebsgai
Shma  domis dsn  al surm varsl  dalam

Pejaniion Peomblayaan ini dsn  elomat baru setiap  hall
Debbur  pindah  alamal apabila Debtr tdak  melakuken
pengkininn  glas  selisp perubahen almmal - Debitur, makes
seluruh  surst  menmywst dan  p baritah

yang  diviman

melakuken  pengambdan  Bukli  Kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKE), apebla pengambian BPKD
meiebind den wakiu lersebut, maka Debitur akan dkenakan
biaya -hnur Rp mwu- (e retus by rupieh)
pertahun blaya pentip BPKA  dan
Krediter  tidak bmmom jewa  otes  kerusakan  dan

sra! kussa dsn membawa KTP asli Osbiwr dan KTP oz
penerima  Kussa yarg masih Derakuivalid, §) Uniuk  Debitur
perorangan  meninggel dunia, make  diperiukan  Saret
Kelsiangan  Kematian, Akl FPenetapan  Waris/Surst
Ketarangen Weris dan pongambisn BPKE wajb cisbuken
cleh seturuh ahli wars yang terters pads Akls Penetspen
wmmm:mmm

7. Semus

‘sesusl dengan ketertuan inl.

pruunwlullul pembiayaan berdasarkan

i1

5 fasiicos pemdisyssn ini depel dicatstkan peda
akuxan dengun mesoce -

P
|I so¥f fnancing foint fnancing dengen Bank :
l.mmmuﬁnmumwmn
dari Debltur untuk mengaliticen  sebagian ~ @lau  seluruh
phitang wias  faslitas pembisyson i kepedas bank-benk
rekanan kreciur @teu pihak lain, sehingge kasrena hal
termebut  pencatatan  pltang etes  faslies Nl dapal

berpindah ke Bank-bank rekanan  krediur  (pale
channelingfiolnt  Wnancing)., nemun jike dilakukan
pengalihan  ini, make penanganan eles fasiditas

pemblayaan ini masin menjad Ngoung jewab Kradilur.

6. Segaln sesusty  yanp belum delw  delam  Poranjian
Pembleyean berikul  permyatasnipenanjian  isiacya  yang
berkailan dengan Perjenjian Permbiayase i, skan  olgbur
dalam  susty  kesepakmian  slsu  eddeadum  tambahan
ywmmwmwummm

b. Menerime fasihtas lambahan yang
berhubungan  dengan  Pedenjien  Pembiayasn  ini
gengen mendopatan persatujusn dad Dobitur

11.Batwa serpus  dan  sedap  kewaliban Debaur  dalem
Perjanjian  Pembisysan il juga beraku dan  mengikat
pihsk lain yang menjad (purn) Peryamin cad Debeur yang
ungt  manandeiangan I

Peranfen i ( wian -

lsinnyas

ampiran);
12Bshem  seluuh  kelentuen dalem  Pedenjian  Pembisysan
ini teloh dielaskan dan dierangkan oleh bagian Markesing
PT Moybans indonesie Finance dimans Debbbur
Telah memahami untuk menjesleckan  selursh isl  dan
ketoriuar  dalam  Pedanien Pembisyssn ini  telsh
disepakad bersams cleh Pare Pibak.

Demidien  Pedanjian  Pembloysan ini  didust  delem

Tissly) regkas. ddmans Debiur skan menerma Ikhisar  ame

Faclilae

mmmmmmMmmmmm

SURABAYA, ﬁ27-.§§ b temh_cr 2019
DEBITUR Mengetahui / Menyetujul Istri

‘%@. WINDHUTAMA Resru\;f:uuoﬂas

KREDITUR
PT. MAYDANK INDONESIA FINANCE

ELYA ROZA
ADMINISTRATION HEAD

| nwmm—w———
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@Maybalit FORMULIR PERSETUJUAN PENUTUPAN ASURANSI

Finance

Beroaserkin Penangan Pembmyaan Nomor : 54301151678
mMMMMHWMMM&MMM(WIIHMWWWKM‘!
meryehud unhk membenkan husss hepads PT Maeyownk indosesie Finance (solanjulnys desbul Kredtur' sley Penedma Kuase')
Slss pemberion Kuasa Peseljuin Penubspan Asursnsl wies fasilies pembisysan yang dberkan darl PT Maydanh Indonesia
Finance, dongan kelentuan parincian sebagei berikui :

1.wmmwmmmmmmmmmmm
objok fasiian pevbisysan sabagaimana lmalacd dalam  Perjanan  Pembisyssn bemserls  dengen  lamekandampiran

ef

pufanjon lalonye ysog menedi siw hessan dengan Pejeijen PoTolyoen dengsn perncien penubipen asurans adalsh
sabngai bari
A Spoaifrasl Kenderen  : Mengeoy kepada Lampiran | Muliguns Barsng
B. Kondsi Partanggungan
1. Maskapal Asuransl  : PT ASURANSI BINA DANA ARTA | PT ASURANSI CIGNA REGULER
2 Nilsi Pertanggungan  : 162/050,000.00 dengan pemyusitan kendarean
3. Jeris Petanggungsn
Avewnal | TLO | AN Risk ™ TIH1 Bart ' 4] Ownps Bumi | LosdingFew |Denguel | SRCC | WeL
AsginTopsn | & Teemumi
Tabwan ke-1 |- Ya - 10 Juva |- . = . . Ya
Tatun ka2 | Ya - - . = . . B * Ya
Tehnkad | Ya . . . . - . - Yo
me Yo - = . - - - = . Ya
4. Rale Promi Asurenyl  © 5,1559 % (4,00 shun)
5 Tujusn Panggunamn  : Pabadi
zmmmmummmmmmmmmm perrbayannys,
mmnmumrmmwummwmummm Blau  dioleknya
kiam merupakan hak darl Maskapa Asuransl dan Debit melepaskan Kreddur atas hal tarssbul;
3. Bewa Detir tosk mombelitan masa penanggungen Pols selems mess pemhisyeen entm Debltwr dengan  Kreditr,
lermesuk peda Jha Dedlur melakukan pelinesen dipwcepal afas fesliter pembisyssnnys dimana masa beraky Pols Asurans
unluk  Debilwr.  Apabila

yang Delum Derjaian, sehwub kendmatan aies pedindungan dad msumngl Merseby! skan letap meleka!
mats perlangoungen lelsh selesal namun hewsiben Debitr belun lunas, mala Debitur ekan
asurang bas biayanya sendid

4. Debitr morgeiatul dan menysiud béhwe (ehedap penggenien Uaim Kendersan ditgrenskan TLO adalh Dukan penggantan
bepa kendwssn malaken dane penceian mies Maim, yang mane dans lersebut shan dbayoken darl Mashapai Aswanst
Kegda Krnatur ({ke masi dalsm mass pemiisyasn] guaa menutupl sslruh kewajioan dar Debiur,

Denikian Formule Porsetujuan Penutupan Asuransl inl dlbust dan untuk disergunaien sshageimana mestings,
27 September ?C*ﬁ

SURABAYA, Manarma,
Menye PT, MATBANK INDONESIA FINANCE

e e |
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